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ABSTRAK 
 

Angkutan umum menjadi salah satu alat transportasi yang saat ini diminati 

oleh masyarakat. Pemerintah telah membuat pengaturan tentang Angkutan Umum 

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam 

mengoperasionalkan angkutan umum dan pemberian sanksi administratif atas 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun angkutan umum 

sebagai upaya pengawasan oleh Dinas Perhubungan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi 

penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan 

wawancara dan sudi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan 

teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui 

tahapan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Bahwa pengaturan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar memiliki 

dasar hukum yang kuat melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta 

peraturan pemerintah, sedangkan bentuk pengaturan penerapan sanksi telah ada pada 

peraturan menteri perhubungan. Pengaturan ini memiliki tujuan berupa untuk 

memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penggunaan angkutan, 

memberikan pengawasan, mengembangkan sistem transportasi nasional, dan 

memberikan standar pelayanan minimal angkutan orang. Mekanisme penerapan 

sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar di wilayah kerja Dinas 

Perhubungan Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dari empat sanksi 

administratif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dua yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Semarang yaitu sanksi peringatan tertulis dan denda administratif. Hal tersebut 

dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi yaitu belum adanya Peraturan Daerah 

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penerapan sanksi 

administratif khususnya bagi supir dan pengusaha angkutan umum.   

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif dan Pelanggar Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 
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PRAKATA 
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ditetapkan. Namun dalam penerapannya masih kurang maksimal karena Dinas 

Perhubungan sulit menentukan waktu untuk meminta bantuan personil Pihak 

Kepolisian. 
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Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; 
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5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu oleh Penulis yang telah memberikan banyak ilmunya kepada 

Penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan Penulis 

gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat; 

6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah 

memberi bantuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas 
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8. Pimpinan PT. Matra Semar (Bapak Bambang Pranoto), Pimpinan P.A Bima 

Sakti (Bapak Billy Adinugroho) dan Pimpinan Kosti Semarang (Bapak 

Kusriyanto) yang telah membantu melakukan wawancara penelitian; 

9. Ayah, Ibu dan adik yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada Penulis 

agar dapat menyelesaikan penulisan ini; 
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memberi dukungan dan motivasi kepada Penulis. 

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 
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terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, demi 
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